Menimbang

Mengingat

KEPUTLUSAN WALINAGARI SUNGAI PUA

NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG

KLASIFTKAS] INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DILINGEUNGAN PEMERINTAH NAGARI SUNGAIT PUA

WALINAGARI SUNGAI PUA,

a. bahwa pengklasifikasian Informasi Publik merupakan

an

penetapan Informasi sebagai informasi yang dikecualikan
berdasarkan Undang-Undang tentang lketerbukaan
informasi publik;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, penetapan
pengklasifikasian informasi ditetapkan oleh PPID di
setiap Badan Publik berdasarkan uji konsekuensi secara
seksama dan penub keteliian sebelum menyvatakan
Informasi Publik tertentu di kecualikan untuk di akses
setiap orang;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu menetapkan
keputusan Sekretaris Daerah tentang klasifikasi
Informasi vang Dikecualikan dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Agam;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah [(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3587); sebagaimana
telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang

Kabupaten Agam di Provinsi Bumatera Barat{Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6967);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 fentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dlﬂ.ﬂ
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

7. Peraturan Nagari Sungali Pua Nomor 10 Tahun 2024
tentang Standar Pelavanan Informasi Publik Pemerintah
Nagari Sungai Pua {Lembaran Nagari Tahun 2024 nomor
10

MEMUTUSKAN:

Klasifikasi Informasi vang Dikecualikan di lingkungan
Pemerintah Nagari Sungai Pua sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Klasifikasi Informasi vang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu
sebagai acuan pelavanan Informasi Publik  di
lingkungan Pemerintah Nagari Sungai Pua.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di, Sungai Pua

Eazgad;anggm 1 Juli 2026




LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALINAGARI SUNGAI FUA
NOMORE 26 TAHUN 2036

TENTARG

KLASIFIKAS] INFORMASI YANG DIKECUALTKAN DILINGELUNGAN
PEMERINTAH HAGARI SUNGAI FUA

DAFTAR INFORMASI YANG DIRECUALIKAN D] LINGRURGAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAL FUA

Mo Jenis Informas Dasar Hulkum Pengecualian [nfromass M&E;E::ndf Derdicopngan B;Euf::hk Jangka Waldu Pnnl:iﬂ;ﬁml
[. [|Data Perangkat Nagan
1 Duokomen/Database | Biodeta LU Mo, 14 Tahun 2008 tentany KIP pasal Mebndungi data pribadi  [Tidak Terbatas
Walinagar dan Perangkar Nagarn L7 huruf h Perangkat vang bersift
beseria Stal Nagari rahasia
2 Sasaran kinerjs Peranghat (SKPF), I UL Mo 14 Tahun 2008 tenrang KIEP Mengungkap data pribadi |Mebndungi data pribadi  |Tidak Terbatas

Rencana keija Peranghkar, Capalan pasal 17 huruf h Perangkat yvang beersalat Perangkal yang bersifal
kerja Peranghkat, dan Hasil evalunsi rahasia rafaszia
kapabilitas/ intelektualitas/
kompetens/ Evaluas kinerja
Peranglkat
2 UL Mo, 5 Tabun 2014 tenrang pokok
pokok kepegawaian.
3 PP Mo, 46 Tahun 2011 tentang
penilaian prestasi kerja ASN.
4 NI Ne. 20 tahun 2003 tentang ASN
5  Peraturan Pemerintah Bl No, 17 ahoan
2020 rentang perubahan atas
peraturan |:|-r:|'|1:|:ri:|11:]'|. Mo, 11 tahun
2017 tentang manajermten Peranghot
3 Daftar Kekayaan, Keuangan, Aset, I NI Ne 14 Tahun 2008 tentang KIP Mengungkap data pribad] |Melmdung dawa pribaadi  [Tidak Terbatas
Pendapatan, Uhang/ rekening Bank Pasall? Hurufh Perangkat yang bersifat  |Peranghat vang bersifar
Perangkat Nagani rahasia Tahasia

2 Peraturan pemerintah Rl no. 5 tahun
2024 tentang perubaban ke sembalan
belas atas peralursan pemerintah




No Jenis Informasi Daisar Hulkum Pengecualian Infromsi R”;:f:_m {Eerineangn Exu::ﬁk Jangka Waldu F,Eh';:ﬁm
4 Rindan data gajl, plutang dan 1, ULt 14 tahun 2008 tentang Penvalahgunaan data eleh|Melindung dard Tidak terhatns,
fEnjangan pogawal keterbukaan infromasi publik pasal 17 {pihak tertentu peoyalahgunaan Cit : Kecuali ada inn
ilarl yang
bersangkutan
2. Peraturan pemerintah B no. 5 mhun
2024 tentang perubahan ke sembulan
belas atas peraturan pemerintah
5  ldentitas Peranghkat yang izin FP no. 45 tahun 1990 tentang perubahan  (Penvalahpunaan data oleh) Melindungt dard Tedalk terbatas;
perkawinan; perceraian atas PP no. 10 tahun [983 tentang @=in pikak tertenm penyalahgunaan Cit : Kecual ada 1m0
perkavwinan dan perceraian bag Perangkat darl vang
bersanglutan
I, |Administrasi dan Laporan Keuangan
1 Arsip dinamis, aktil dan inaktif vang |[Pasal 17 humla, d dan b UL RT No. 14 Mengungkap rahasia Menjaga akuntabilivas dan | Menyesuaikan dengan
berisikan dokumen keuangan sbb ; - [tahun 2008 tentang keterbukaan informasi |ekonomik/ keuangan mencegah pedomean Jadwal

SPJ benkut lampiranmya
dokumennye ariggaran dan

publilk

vang tlapal menghamba
proses pemer ik faudit

penyvelahgunaan informeas
keusngan oleh pdhak yvang

Retensi Arsip (JRA)

oloritasnya, -Sural pencairan dan disalahpunakan oleh |tidak bertanggung mwab
angparan, bukti pembayvaran, nomor pihak vang tidak
rekening, serta rincian pengguanaan bertanggung jawab
anggarin detail
2 Dokumen pertanggungassban Ul Mo 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 |Dapat disalshginsban Dapait melindung Tidak terbatas
kevangan ! bakt-bukti pengeluaran  (hwef § untuk kepentingan pihak |aluntabilivas kevangsn
termasuk hubu bendaharawan dan tertentu yang bukan
buku bantu Innmmea. menjed] kewenanganmnyn
3 Arsip dinamis yang menurut silatnya |UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal  |Merugikan proses Melindungi kerahasiaan  |Menyvesuaikan dengsan
rahasia 17 Hiimal 1h.| penyuslinan E:I:I;iakun |dokvumen p-:dum,an Jadiwal
fatau menghambat Retensi Arsip LTRA]
kesuksesan heldpalkan
Karena adanya
penpungkapan seeara
presmanis
4 Dekumen keuatigen nternal belum  |UU Mo, 14 Tahun 2008 tentang KIP Diara keuangan nternal | Menurunkan Terbatas sampai
solbesal di awdir, varng belum final kepercavaan. spebiulas) dodturnen selesai di
funaudited] jila negatil, ketidalpastian ELuelit
dipublikasikan dapat ehalam pengambilan
menyebabkan kesalabhan |Keputusan,
dalam mengambil

kebijakan




. i . ) Hansekuens / Pertimbangan Bagl Publik Jangka Waktu Hasil
Jenis Informasi Dasar Hulkum Pengecualian Infromasi DHbuks Ditatup Vosiitcding
§ Nota dines terkait permasalahan Pasal 17 huraf b dan boral | UL Mo, 14 Menggangu proses Menjaga objelaifitas Tidak terbatns
interen kantor tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi| pengambilan kebijakan / |proses pengambilan
Publil keputusan kebijakan / kepuitusan
6  Dokumen pertanggang jawaban 1, ULl Ma. 14 tahuan 2008 tentang Penyalahpunaan Melindungi kerahasiaan |Terbatas sampai
keuangan : SPJ, 3PP, SFM dan P20 keterbuknan informasi publik mfromeasi dolumen dokumen sebesai di
avredie
2. Pasal 30 UU Mo, 11 tahun 2008 tentang
Informas dan Trmsados Eleloronik
7 Surst rahasin L. UL No, 43 mahun 2009 tentang Menggangu kebijaboan Mendukung kebijalan Tidak terbatas
kearsapan pemenntohf pmpinan pemerintah ) pimpinan
2, UL Mo, 14 tahun 2008 tentang
keterbuknan mformasi publil pasal 17
buruf i dan
B Dolumen laporan keuangan 1. U Mo 43 tahun 20049 tentang aparl miengnngge Mengumankan rahasis | Terbatas sampai
kearsapan kebajakan negara dan mendukung  |dokumen selesm di
F
2. UUno, 14 tabun 2008 tentang g
keterbukanan infromnsi publilk pasal 17
haruf by, 1 dan j
g Dokumen internal dan yang mash UL Ho. 14 tahun 2008 pasal 17 hurul Merugikan proses Melindung kerahasiaan Tidals terbmras
dalim proses (draft kebijakan, notulen penyugsinan kebrjakan dokumen dalim proses
rapat strategss, hasl! audit yang bebum karena penguenghapan pengambilan keputusan
final, dan surat menyurat intermal vang bersifai prematur
terhatas
10 1 Dekumen Pembayarcan TPP UU Mo, 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal  [dapat dissiahgnnaken Diapat disalahpunaban Terbatas sumpad
17 haraf b uniuk kepentingan pihak juntuk kepentingan pihak |dokumen selesai di
tertentu vang bukman tertentu yang bulkan audif
menjadi kewenangannya  [menjad) leewenanganmnya
11  Semua dobumen penerbitan SP20 Pagal 17 huraf b Undang-undang Mo, 14 [Dapat disalahgpenakan Terbatas sampai
[Belanja operasi. belanja modal, tahun 2008 tentang keterbukaan informasi [oleh pihak-pihak yang dolumen seless) dd
hibah, bantuan keuangan, belanja publik ticlak bertanggungjawab angdit
tidak terdugn, =ubsidi, dil)
12 Dvokumen Intemnal yvang Belum Final  |UU KIP Pasal 17 huruf i Menimbulkan Mengurangi keterbukaan |Terbaraz, Sampad
misindormius PIOSES PETUNTERIT disahlgan oleh Instansi
kelﬂ:iaknn, fAmLic Terleait
menghincdard
kesalahpahamaen akibat

informasi vang belum valid




Konsekuens |/ Pertimbangan Bagi Puhblik

Jangka Waktu

No Jenis Informasi Diasar Hubum Pengecualian Infromasi Dibuka Ditutsp Pengicail
13 Dreaf DPA NAGARI] Permendagr Mo, 14 Tahun 2025 Menimbulkan penileian | Penetapan nila anggaran  [Terbatas, Sampai
penyusunan AFBD yang tidak ohjektil yvang akurat disahkan
14 Sifar/ dokumen vang diterima UL Mo, 14 wmhun 2008 tentang KIP pasal | Merugikan proses Melindung kerahasian Tidak terbains
Instansi yvang substansinys 17 huruf i penyvusunan kebijaloan dokiumen
dingatakan rahasia oleh pember
sural atau dokumen
L. |Laporan Barang Milik Nagari [Aser)
I Dokumen aset dan operasional befum (UL Mo, 14 Tahun 2008 tentang KIP Diata aset dan operasional |Menjaga kerahasiaan Terbatas sampa
selesd i audit yang belum final dokumen doloumen seleani di
unaudited] yang belum it
final dagat menyebabkan
kesalahan dalam
pengambilan kebijakan
2 Dobumen pengganaan, pemanfaatan, |1, Pasal 17 huref ¢ Undang-Undang Drapar disalahgunakan Menjaga kerahasiaan Terbuitas sampa
pembndahtanganan dan penghapusan Nomor 14 tabun 2008 tentang alel pthak-pihak yang dokumen 1|1nl-|.|.1m sielesal i
HMN vang sedang dalam proses HKeterbukaan Informas Pablik tidak bertanggungjawakb aelit
(sural, nota dinas, berita acara surad
Eeputusan, naskah perpanjian hibah)
2 Pematurnn Menteri Keuangan Rl Nomor
218/ PMY 062015 tentang Tata Cara
Penyimpanan Dolounen Kepemililoan
Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32
3 Data BMN berupa tanah yeng belum |1, Pasal 17 hamaf & Undang-Undang Dapat disalalymanaksan Ter baatas sumpe
memilili surat bukti kepemilikan Nomor 14 tahiun 2008 tentang oleh pihak-pihak vang proses sertililas] stan
(Kecwal untul keperluan aidit) Keterbukann Informasi Puhlik tidak bertanggungiawab dilegalisasikan

2 Peraturan Menter] Keuangan Rl Nomor
218 /PME.00/ 2015 tentang Tata Cara
Penyvimpanan Doloamen Kepemiliboan
Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32




Jdenis Informasi Dasar Hukum Pengecualian Infromasi ﬁa;ﬁ::nn,-‘ Jangen H;:Iur:::hk . Pk Fm}:znpm
4  [Dokumen BPEB [Buku Pemilik 1. Pasial 17 hurul | Undang-Undang Nomos | Dapat disalahgunakan Terbatas sampad
Kendaraan Bermotor] milile BN/ 14 tabhun 2008 rentang Keterbulkaan aleh pikak-pihak yang aclama kendaraan
Pemerintah Informasl Publik tidak bertangmungiawah masih tercatan Aset
Aktif Pemerintah dan
belum dilalcuien
penghapusan atau
pemindal tangRnEn
resmi
2. Peraturan Menteri Kevangan Bl Nomor
218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara
Penyimpanan Doloumen Kepemilikan
Barang Mikk Negara Pasal 31 dan 32
5  Dokumen STHE (Surar Tanda Bemer |10 Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomoe| Dapat disalahpunaban | Terbatas sampad

Rendaraan) milik BMN Pemerintah

14 tabun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

2 Peraturan Mentert Keuangan Bl Nomor

218/ PME.06f 2015 tentang Tata Cara
Penyimpanan Dokumen Kepemilikan
Barang Mihk Negara Pasal 31 dan 32

aleh pihak-pihak yang
tidak bertangngawab

selama kendaraan
masih tercatan Aset
Akl Pemerintah dan
belum dilalcukan
penghapusan atall
pemindah tanganan

resmi

G

Sertfikat Tansh, Lahan, Bangunan
mitik BMD/ Pemerintah

1. Pasal 17 huruf e Undang-Undang

MNomor 14 tahun 2008 tentang
KEeterbukaan Informeas Publik

2  Peraturan Menteri Kevangan Rl Bemor

218/ FME 063015 tentang Tata Cara
Penyimpanan Dokumen Kepemilikan
Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32

Dapar disalahgunakan
aleh pihak-pihak yang
tidak bertanggungjawab

Terbatas sampal
terdapat pembukean
resmi dalam
rekapil.'u'll.-li asel yang
telah i auadin




B Jens Informas Dasar Hubum Pengecualian Infromeas Kn;f:_l h; N B;ﬁluﬁzlm e Pﬂﬁm
T Dokumen IMB} PPG (lan Mendirikan 1. Pasal 1T hurf ¢ Undang-Undang Dapat disalahgunakan Menjaga keranhasinan Terbatas selama
Bangunan | Persetupicn Pemilrangieian Nomor 14 tahun 2008 veniang joleh pthek-pthak vang dokumen bangunan masih
Gredung ) milik BMN Reterbukaan Informasi Publik tidlak bertanguungjawal berstatus sebugai asey
alril pemerintah dan
belum dilakukan
proghapusan atau
perubahan status
kepemililan secarn
resmd
2 Peraturan Pemerintah Nomoe 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Megara) Daerah Pasal 42 dan 44
3. Peraturan Menteri Keuangan BRI Nomor
298/ PME 6 /2015 tentang Tata Cara
Penwvimpanan Dobumen Kepemililoan
Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32
IV, |Data Pribadi Masvarakat dalam Pelavanan Publik
1 Data Perseorangan: Dapat disalahgunakan Menjagn kerahasiann
1. Nomor KK 1. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang  |ieh pihak-pihak yang  ldokumen
2. Nik perubahan atas UU nomer 23 tahun | Uk bertanggungiawab
A. Tempat kalir 2026 tentang adminkstras
4. Tanggnal /bulan/ mhun lahir kependudukan sl S84, pesal TH1)
5. Agama/ kepercavasn clart pasal B4 1)
6. Stanus perlkawinan
7. Status hubungan delam keluargs




Mo

Janis Informasi

Dasar Hubum Pengecualian [nfromasi

Konseluensi / Partimbangan Bagl Publik

Dibuka

Dt

Jarygka Wakiu

Hasil
FPenghkajian

B, Cacat fismkdan/menial
4. Pendidikan terakhir
10y Jenis pekerjaan

11, Rik ibu kandung

12, Nama ibu kandung
13. Hik ayah

14, Nama ayah

15 Alamar sbehimnya
16, Alamat sckarang

17, Repemilikan akta kelahiran / surat
kenal lahir

. U pnomor 14 ahun 2008 tentang

keterbuksan informas pubik pasal
1¥nj

Dapat disslahgunakan
oleh pthak-pihak yang
tidak bertanggungawakb

Menjaga kerahasiann
dukumenhl=njngna
kerahassan deloumen

18, Nomor akta kelahiran / ho sarat
leenal lahir

19, Kepemilikan akta

perkawinan (buky nikah

20, Nomor alkta FET]-mI.rin.ln,,fnu buku
rikith

21. Tanggal perkawinan

22, Kepemilikan akta perceraian

23, Nomor akta percermian /sumd cerml
24, Tanggal perceraiam

25, Sidik jari

26, lris mata

27, Tanda tangan

28, Elemen data lainya yang
merupakan ath seseorang

. UL nommor 27 cahun 20022 tentang

perlindungan data pribaddi

Drapar disalabgunakan
ofeh pihak-pihak vang
tidak bertanggungjawab

Dokumen kependuadokan

1. KTP-#l

2, Hiodata penduduk

3. Karmu helhuarga

4, Burat keterangan kependudukan
5, Akta kelahiran

6. Akta kematian

7. Akty perkawingn

H_ Akt perceralan

4. Akta progakuan anak

10, Akta pengesshan anak

Diapat disalshgiinakan
aleh plhak-pihak vang
tidak berangoungawab

Menjapa kernhasiann
ldokumien

Diata pribadi penduduk @




: Ronsekuensd [ Pertimbangsn Bag Puhlik Jangka Waktu |
Mo Jdenls Informas Dasar Huloum Pengecualian Infromas Dibul Ditutup Penglcajian
1. Keterangan tentang cacal Dapat disalahgunakan Menjaga kerahasinan
FAsikrlan f atmu mental oleh pihak-pihak yang dokumen
2. Saulik jan tdak bertanggungawab
3. Iris mata
4. Tanda tangan
H. Elemen data lain yang merpalkan
ailh seseorang
4 Data pribiadi narasember / UL Na. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b Pelanggaran privasi dan  |[Mellndung hak privas Terbatas selama data
masvarakat (alamat, kontak, identitas) poiensi penyalahgunaan  |individu masih berlnku
daim
5 Laporan pengaduan masyarakat UL Mo 14 mbun 2008 tentang KIF pasal 17 | Pelanggaran mengunkap  |Melindung data Tidak terhatas
huruf b data seseorang | sescorang, kelompok
kelompok masyarakat masyarakar
6 Identitas pelapor pada sduan Lapar LU Moo 14 Tahun 2008 Pasal 17 hurufh |Berpoterss Aoah dan Menjamin perlindungan  |[Tidak Terbatas
Inyiak Tuah merugikan pihak tertenmu |pelapor dan objeltivitas
T Ildentitas pelaporan dan isi laporan ULl no 14 tahuan 2008 wentang keterbukaan | PFenvalahgunaan akses Melindungi identitas Tidak terbatos
SP4N Lapor mfromnsi publik pasal & ayat 3 huref © dan |eleh pihak rerente pribadi dari
pas 17 huruf h penyvalahgunasan identus
B  HNama dan ldentitas Pengady terkat  (UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Mengeangme kepentingan |Melindungl nama dan Tidak Terbaras
Pengaduan tentang Penanaman Modal] keterbuliaan misrmas pulbbik pengadu identitas pengadu karena
dhsn Perisinan bersifat pribadi
9  Rencana Awal Investasi Ul No. 25 tahun 2007 tentang penanamean | Capat merogiloan Draprat. mrvelirvelurigd Terbatas sampai
rruoadall ketnhanan skonomi ketahanan aloiiomi fefcans nvestasi
nastonal dan dapat nasonal dan dapat direalisaslkan,
menimbullean persaingan (melindungi dari dinmumlain secars
bigmis yang thdak sehat persaingan bisnis vang reami oleh infestor,
tdak sehal atay kehilangan nila
strategisnya,
It DatafDokumen Perusahaan yang LU Nomor 14 Tahun 2008 entang Dapat mengganga atas Dapat melindung atas | Ticdalk Terbatns
Mengundung Data Pribadd keterbukaan miormas pubbk hak kekayaan intelelctual [hak kekayvaan invelekngal
dan perlindungen dar dan dari persaingan wusaha
persaingan usaha tedak  [ddak ssha
achat
i1 Identites informan, pelapor, saks, 1. ULE Mo. 12/2023 tentang TPRES Tidak Terbatas
orang tua dan anak kerban seria




Jenis Informast

Dasar Hukum Pengecualian Infromas:

Konsekiens / Pertimbangan Bagl Publik

Hbukea

DHiurup

Jargha Waktu

Huasil
Penghajian

HTEE Vang
hukum

engan

2. UU Ko, 31,2014 tentang perubahan
atas UU nomor 123014 tentang
Perlindiungan Saks den Korban Pasal 5
ayat (1) huruf a dan bieraf 1

3. UL Ne.23/2004 tentang PKDRT Pasal
10 huruf e

4, UL Mo, 35/2014 tentany PA Pasal 64
buearuf i

5. UL Mo, 112012 tentang SPPA Pasal 3
hoeuf i

6. PP No. TB/202] tentang PKA Pasal 8
ayat |3)

12

Tetmpat perlindungan sementara anak
korban [rumaeak amer)

1. Eonvensi Hak-hak analk Pasal 109
“Megara haris mengaminl ngkah-
langkah untuk melindungl anak das
segala bentuk keloerasan, penganiayamn
atau penelantaran®.

2. UU Na. 312014 tentang Perubahan
atas UL Mo, 13/2014 tentang
Perlindungan Saks dan Korban Pasal
12 haraf [a]

Tidak Terbatas

13

Identitas sumber informas informan)

UL Mo, 14 ahun 2008 tentang
keterbukaan mlormas publik pasal 17
huruf b dian d

Mengancam kesslnmatan
i anformman,
menurunkan
kepercayaan, dan
menghambat
pengumpulan misrmasi

Tidak ada dl.mPn'Ic
mignifikan, jusiru
mehndung keselamatan
dan keberlanjutan
informasi

Tidak Terbatas

Data organisasi bermasalah hukum

UL Ho. 14 ahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publib pasal 17
huruf a dam b

Menggpangu proses
hukum, memicu opind

publik yang bias, serta
berpotensi melanggar AsA
praduga ta bermasalah

Diapat menmbulikan
persepE WErTUInp, Bamun
wailh demi kolancaran
proacs hukum

Terbatos sumpa ada
putusan hidoim retap

(inkrachi), dengan
batasan tertentu

Teknolag Informas:

1 Sistemn manajemen databass UL pomor 11 tahuan 2008 tentang Tidak Terbatas
imformasi dan transaksi elektronik
2 Jarmgan kemunikas data Ul pomor 11 tahun 2008 tentang Tidak Terbaras

mbkrmas dan transaks el=kironik
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3  Loboasi server UL niomor 11 tahian 2008 entang Tidak Terbans
informasi dan rransakel elelorond
4 Strategl kemunikasl pemerintah UL Mo. 14 Tahun 3008 tentang Herpotensi dimanfaatkan [Menjaga stabilivas Terbatas selama isu
dalam penanganan s keterbubkaan inforrmas publik Pasd 17 pihak tertentu dan informasi dan ketertban  |masih berlangsung
huruf a memicy kegaduhan publik
5  Evaluasi kerja sama media/ mitea ULl No, 14 Tahun 2008 tentang [kapat merusak hubungan|Menjaga hubungan Terbatns selama kerja
keterbulaan informasi publie Pagal 17 Jeerja sami profesional antar lembaga | sama masih
huruf i herlamgsung
&  Dam admin pengelola media Ul Wo, 14 Tahun 2008 tentang Berpotensd terjadi Melindungi data pribedi  [Terbatas selama admin
sogial fwebsite inama lengkap, nomoer |keterbukaan infermasi publik Pasal 17 penyalahgiimann data admin dan menjags masih akf | data
HP, email, akun login, dan wdenbtas [ humd b dan j pribadi, peretesan akun, |keamanan akun serta masih digunakan
Laimmya) |serta ganggiian keamanan|sistem fnformas
sigtem informasi pemertntah
7  Lapuran Haml Peminiauan den UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf j Terdapar risiko Penutupan informasi Trbatas selama
Evaluaal Penvelenggarann Urusan terbukanya data dilahkukan untuk menjags jinformasi dan ssrem
Persandian Pemerintah Nagari kerentunnn sistem keamanan sistem pengamanan masih
Sungai Pua melanisme pengujian elekironik pemenniah Tlig'mmlm_n
keamanan aistem daerah, melindung
elelaronil seria tata kerahasiaan tata kelola
kelole persandian yang  |persandian
clapaat disslah gunalkan
oleh pihak yamng tidak
bertanggung jawahb
4  Intermer Profocol ([P} Address 1. Pasal 1T hurof { dan hural | U0 No.14  (Penerobogan | Menjaga lorahasiaan | Thlak Terbatas
tahun 2008 tentang Keterbukaan penyalahgunaan aises aksea dais digital dan
Infromasi Publik elektronilk
2. Pasal 30 UU No. 11 tahan 2008 envang
Informasi dan Transaks Elektrond
9 Kode Akses Aplilkasi Keuangan, 1. Pasal 17 huruf j dan humaf | UUD Ne, 14 [Penerobosan |/ Menjega kerahasiaan Tidak Terharas
Penganggaran dan pelaporan tahun 2008 tentang Keterbuknan penyvalehygunasn akses  Jalkises data digital dan
elekironik Infromasi Publile elekrronmile
2, Pasgal 30 UU Neo. 11 ishun 2008 tentang
Informas dan Transaks Elekironik
10 Kode akses elekironik dan user 1. UU ne. 11 tahun 2008 tentang Penyalahgunasan akses Melindungi aplikas atan | Terbaras selama masth
akses | password informasi dan transaksi elelronik pasalleleh prthak erteniu sistemn dari penerobosan  |digunakan [/ berlaka
23 dari pdhak tertentu
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2, U no. 14 tahun 2008 tentang
keterbukaan informesd publik pasal 17
huruf b, i dan j
11  Kode Akses Aphloasi Keuangsn, 1. Pasal 17 hurufl § dan huraf | UU He.14  |Penersbosan [/ Tidlak Terhatas
Penganpgaran dan pelapoian tahun 2008 tentang Keterbuliaan penyalahgpiinaan akses
elektronik [nfromesi Puoblik
2. Pamal 30 UU No. 1] tahun 2008 teniang
Informas dan Transaksi Klekironilk
12 Daia sistem informasi dan keamanan (UL ne, 14 tahun 2008 pasal 17 hurui c Membahayakan Melindungi integritas serva| Terbatas selama
[Alcses aplikasi, database, serta lkeeamanan insfrastruktur (keamanan sistem sistem masih
informas telmis yang berkaitan digitnl dan dapai informasi pemerintahan  |digunakan
dengan keamanan sdatem) mermfasilitas tndakan
sabotase data
13 Rode Akses Aplikasi Keuangan, 1. Pasal 17 huruf j dan hurmaf 1 U Ne, 14 |Penerobosan (Ticliaks Terbuatas
Penganggaran dan pelaporan tahun 2008 tentang Keterbukaan peoyvalahpunaan aksas
elrktronik Informasi Publilc
2. Pasal 30 UU Mo, 11 tahun 2008 tentang
[nformes dan Transakst Elekironth
14 Kopde akses aplikas pengarggaran 1. Pasal 17 huruf j dan hurufl 1 U No, 14 |Penyalahgunaan akses Menjaga kerahasisan Tidak Terbatas
dan pelaporan elekironik tahun 2008 tentang Keterbukaan abkses digital dan
[nformas Publi: #lektironik
2. Pasal 30 UL No. 11 inhun 2008 tentang
Informas dan Transakst Elelcromk
VI. |Dats Kebescanasd
1  Lampiran surat Reputusan bupati 1. UL No. 27 tentang perlindungan data  |Mengungkap data pribadi | Melindung data pobedi  [Tidak terbatas
agam terkait bantuan sesial ramah pribadi (UUPTIF meryarakat terdampak miasyarakal terdampak
tidak layek huni yang mengandung bencana vang bersifat bencana yang bersdGat
identitas iwprnﬂudulmn 2. UL sdminisiras mmﬂum rafasin rahasia
(Adminduk)
2 Data prabads (NIK dan KK) korban Ul Ma. 27 Tahun 20232 tentargy Mengakibatkan Mengamankan data Tidak terhatas
bencana prrlindungan dats pribadi pasal | angha 1 |penvalahgunass dara pribaddi dar
pribadi penvalahguniaan Serta
melindung kerahasisan

dokumen
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3  Frekuensd radio komunikasi UL Mo, 14 Tahun 2008 pasa 1T tentang Menggangey proses Mengamankan proses Tidak verbatns
kebencanaan keterbukaan informasi publik huraf i komumnikai terkait kemunikasi terkait
kebencanaan kebencanaan
4  Konfigurasi sistem peringatan dini UU Mo, 14 Tahun 2008 pasal 17 tentang  |Mengganggu keamanan, |Menjamin keamanan dan  |Tidak terbaias
keterbubkaan mbsrmast pubik hueaf penyalahginsan astem | keandalen sistem dan
dian akurasi nlormas] penyampatian informes
vang valid
Vil |Damsm Walb Pajak
1 Data Pemerikssan Pajak UL KIF Pasal 17 huraf a (penegakan Menghambat proses Berpotensd menimbulkan  |Terbatas sampad
hukumj hukum perseps kurangnya prases pemerikasan
akuntabilitns, tetapi malpnni
diperiulknn untuk menjng:
btegritas proses
penegakan hukum,
2 Daata Potensd Pajak Daerah LI KTP Pasal 17 hurad b feloonomil Mengganggu persaingan  (Membatasi akees publik  |Terbatas sampai
usaha terhadap analisis ekonoml |dipublikasikan
daerah, tetapi mencegah
peayalahgunasn dais oleh
pihak tertenru.
3  Dama Bekening/Keuangan Wajih Pajak | UL KIP Pasal 17 huruf b Penyalahgunasn finansial |Mengurang trensparans  |Tidak Terbatas

keuangan individu /badan,
tetam melndung dan
risitko kejahatan finansal.

ik

Diata Plutang Pajal

UL KIP Passl 17 huruf b jpeivas) & huruf b
{ekornomi)

Berpotens: melanggar
privasi wajib pajak |
menimbulkan risiko
penyalahgunaan data oleh
pihak tain, serta dapat
mempengaruhi reputas
dan kondisi usaha wajib
pajak secara tidak
proporaional

Mengurang iransparans
dan akuniabilitas dalam
pengelolaan plutang
Idiuuah, serta berpotensi
menimbulkan persepsi
kurang terbuka

Sesunl perjanjian f
[Konfirmosd wlarwg)
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§ Data yang Termasuk dalam UL KIF Pasal 17 huruf a {penegaken Dapat menghambat Menimbullian perseps Tidak Terbatas
Pengawnsan hukoam) proses pengevasan dan [kurang transparcan dalam
penegakan hukum karenalproses pengawasan,
pihak yang diawasi bisa  [namun diperhukan aniuk
mengetahul stamisnya menjaga efektivitas
dan herpotensi pengwasan dan
menghmdan atau mencegah manipiilass oleb
memariipulas data seria | pihak vang diswasi
mengurang dfeltivitas
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